
Surat Pesanan
No. Surat Pesanan : EP-01KG1S220XNH49FXB9CHEHP8BJ
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jan 2026, 13:51:59 WIB

Pemesan

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Penanggung Jawab : Ismail Fahmi
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.119.770.6-301.000
Alamat Pemesan : Jl. Kapten P. Tendean, Sungai Pangeran,

Palembang, Kota Palembang, Sumatera Se-
latan 30114

Penyedia

MEGA SEJAHTERA ABADI UMKK

Nama Penanggung Jawab : ACHMADI EKO UTOMO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 02.779.553.3-301.000
Alamat Penyedia : Jalan Letnan Kasnariansyah No. 61 Kelurahan

Dua-puluh Ilir Empat Kec. Ilir Timur Satu Kota
Palembang. Kota Palembang. 30114

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk Harga Produk Jumlah

Jasa PDN

Tenaga Kebersihan
44,00 orang 

Variasi orang bulan
Bebas/Tidak Dikenakan PPN

Rp6.000.000,00 44,00 

https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KG1S22 0XNH49FXB9CHEHP8BJ&o 
rderKey=2564e984-c1a c-4c4a-b464-54eea761 b949&productId=a99ed 0e4-f184-4c90-b17d-1 
01bc90cbadb

Ringkasan Pembayaran

Keterangan Harga

Total Transaksi

Termasuk:

Harga Produk

Rp264.000.000,00

Estimasi Total PPN

Termasuk:

Pajak Produk

-

Estimasi Total Pembayaran Rp264.000.000,00

Skema Pembayaran

Di bayar Per termin atau Per bulan sesuai dengan Kontrak antara Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen 

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Bob (6282177331100)

Alamat : Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang, Sungaipangeran, Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30118

Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2026  - 31 Desember 2026
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Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini 
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu ) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki 
kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.in-
aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

MEGA SEJAHTERA ABADI
 

¶ ¶

Ismail Fahmi Achmadi Eko Utomo
Pejabat Pembuat Komitmen Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1
https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1
https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1
https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai
arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untukmenggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD;

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan barang;
1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia

penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia

baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban
peserta/penyedia;

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia danmencakup Syarat-Syarat
UmumKontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen
lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalamKontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender;
1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas

yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran;

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara
keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh
Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan
pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada
Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan,
yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus
kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
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1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang
oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan
salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban
APBN/APBD.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak
dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasadan
Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalambahasa Indonesia
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,

4. LaranganKorupsi,
Kolusi, dan
Nepotisme (KKN)
serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima

hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak
ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota
Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yangmenurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas
dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam

SSKK.
c. Sisa uangmuka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. Dimasukkandalamdaftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala
Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang
ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan,
dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam
negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa,
atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka
penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum
dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan
oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia
dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi
harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat
yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sahpara
pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini
oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan
dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. [Pembukuan ] Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku.]

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh
peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
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10. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahanmaupun
akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak
ini.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut
sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk
disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia
spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggarmaka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan
sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak
oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapatmengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/
KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat
Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para
pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-
syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK;

14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam
SSKK;

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapatmelakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1PelaksanaanPekerjaan

15. Surat Pesanan 15.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penandatanganan Kontrak.

15.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang
dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
tanggal penerbitan SP.

15.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal
perhitungan waktu penyerahan.

16. ProgramMutu 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan
pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2 Programmutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan barang;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

16.3 Programmutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan programmutu jika terjadi adendum

kontrak dan peristiwa kompensasi.
16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap

pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran
programmutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
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16.6 Persetujuan PPK terhadap programmutu tidak mengubah kewajiban kontraktual
penyedia.

17. RapatPersiapan
Pelaksanaan
Kontrak

17.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.

17.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan
kontrak adalah:
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila

ada;
f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang

akan diadakan memerlukan pabrikasi.

18. Lingkup
pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

19. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang
ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang
ditetapkan dalam SSKK.

20. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan

20.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

20.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk
kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak
sebagai Wakil Sah PPK.]

21. Pemeriksaan
Bersama

22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama
dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapatmembentuk Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

22. Pengiriman 25.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan
jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya
diatur dalam SSKK.

25.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
25.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus

memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

23. Transportasi 27.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk
pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

27.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk
di dalam Nilai Kontrak.

24. Risiko Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan
tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan
pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam
SSKK.

25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

25.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

25.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.
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26. Perpanjangan
Waktu

26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

26.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh
satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk
memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
mencegah keterlambatanmaka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.2PenyelesaianKontrak

27. SerahTerima
Barang

34.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

34.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
34.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan.
34.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/
menyelesaikannya.

34.5 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

34.6 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

34.7 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

34.8 PPKmenerimapenyerahan pekerjaan setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan

diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
b. Penyediamenyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

34.9 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat
Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

28. Layanan
Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana
tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

29. Perubahan
Kontrak

38.1 Kontrak hanya dapat diubahmelalui adendumkontrak.
38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para
pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
dan atau

c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

38.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan
untuk kontrak lump sumdan bagian lump sumdari kontrak gabungan lump sumdan
harga satuan.

38.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat
Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

30. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

40.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal
terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. KeadaanKahar.
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Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan
waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan
wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
c. keadaan kahar.]

40.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

40.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk
meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

40.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

31. PerubahanNilai
Kontrak

Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan
nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari
nilai kontrak awal.

B.4. KeadaanKahar

32. Pengertian 42.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

42.2 Yang digolongkanKeadaan Kaharmeliputi:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakanmelalui keputusan bersama

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
42.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

42.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan
atau kelalaian Para Pihak.

42.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak
yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga
Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang
telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan
untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.

33. Bukan Cidera Janji 43.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan
tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban

dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,
dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

43.2 Keterlambatan pengadaan akibat KeadaanKahar tidak dikenakan sanksi.
34. Perpanjangan

Waktu
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang
tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat KeadaanKahar.
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35. Pembayaran Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga
Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untukmenerima pembayaran
sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika
selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk
meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam
situasi demikian.

B.5. Penghentian danPemutusan kontrak

36. Penghentian
Kontrak

46.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.

46.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya
penghentian kontrak.

37. Pemutusan
kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

38. Pemutusan
KontrakolehPPK

48.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK
dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. kebutuhan barang tidak dapat ditundamelebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akanmampumenyelesaikan

keseluruhan pekerjaanwalaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatanmenyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan
Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari
pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi
pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang
yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk
mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai
Kontrak ini untukmemasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk
meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang
tidak diputuskan;

f. Penyedia berada dalamkeadaan pailit;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang.

48.2 Dalamhal terjadi pemutusanKontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila ada);
c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak

terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
d. penyedia dimasukkan dalamDaftar Hitam. dan/atau;
e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan

yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan
kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila
ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.

39. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

49.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK
apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai
dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

49.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.



Lampiran
No. Surat Pesanan : #EP-01KG1S220XNH49FXB9CHEHP8BJ
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jan 2026, 13:51:59 WIB

Halaman 10/19

49.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan

sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagalmematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

49.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal
berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar
penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40. Pemutusan
Kontrak akibat
lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAKDANKEWAJIBANKEWAJIBAN PENYEDIA

41. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

Penyediamempunyai Hak dan Kewajiban:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam kontrak;
b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PPK;

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan
tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan penyedia.

42. Tanggung jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan
Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

43. Penggunaan
Dokumen Kontrak
dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak
atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,
misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

44. Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh
penyedia.

45. Penanggungan
Dan Resiko

55.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia

(jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga.
55.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

55.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.
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55.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu
dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian penyedia.

46. Pemeliharaan
Lingkungan
(apabila
diperlukan)

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi
gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini.

47. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untukmendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum
melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
b. mengubah ataumemutakhirkan programmutu;
c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48. Usaha Mikro,
UsahaKecil dan
Koperasi Kecil

60.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya.

60.2 Dalammelaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

60.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama.

60.4 Membuat laporan periodikmengenai pelaksanaan ketetetapan di atas.
60.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi

yang diatur dalam SSKK.

49. Keselamatan
(apabila
diperlukan)

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

50. Pembayaran
Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat
wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.
PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

51. Jaminan (apabila
dipersyaratkan)

60.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uangmuka
dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;

60.2 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan;

60.3 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

60.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas
disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

52. Kepemilikan
Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti
piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut
beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan
tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAKDANKEWAJIBAN PEJABAT PEMBUATKOMITMEN

53. Hak dan
Kewajiban PPK

PPKmemiliki hak dan kewajiban :
a. mengawasi danmemeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah

ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uangmuka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum,

tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan
pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
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54. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya
untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

55. Peristiwa
Kompensasi

70.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalamhal sebagai berikut:
a. PPKmengubah jadwal yang dapatmempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
f. ketentuan lain dalam SSKK.

70.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

70.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata akibat Kompensasi.

70.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akanmelampaui
Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian
harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah
Masa Kontrak.

70.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA

56. Harga Kontrak 56.1 PPKmembayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar
harga kontrak.

56.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan
kerja.

56.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga
satuan).

57. Pembayaran 57.1 Uangmuka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK

untuk :
1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan

Barang.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia

menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan

permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai
dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima;

e. Jaminan UangMuka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau
Perusahaan Asuransi Umum yangmemiliki izin untuk menjual produk jaminan
(suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaanmencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat
dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

57.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
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2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau
pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada),
pajak dan uang retensi.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan
diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana
dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang
perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat
disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

57.3 Denda dan ganti rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena

terjadinya cidera janji/wanprestasi;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena

terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum

dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat
berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan
yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran

adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia

telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

58. Penangguhan 58.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan
penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

58.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.
Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

58.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan
atau kelalaian penyedia.

58.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada penyedia.

F. PENGAWASANMUTU

59. Pengawasandan
Pemeriksaan

PPKberwenangmelakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

60. Penyelesaian
Perselisihan

78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

78.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak
dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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61. Itikad Baik 61.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

61.2 Para pihak setuju untukmelaksanakan perjanjian dengan jujur tanpamenonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

61.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
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SYARAT-SYARATKHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PA :
Nama :H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
NIP : 196812151989031002
Alamat : Jl. Kapten P. Tendean No.06 Palembang

Penyedia:
Nama : CV. MEGA SEJAHTERA ABADI
Alamat : Jl. Letnan Kasnariansyah No.61 Palembang 30128

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
1. Untuk Pa :
H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si., Pengguna Anggaran BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2. Untuk Penyedia :
Achmadi Eko Utomo, sebagai Direktur CV. MEGA SEJAHTERA ABADI

C. Tanggal Berlaku
Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: Tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan masa
kontrak berakhir.

D. Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 11 (sebelas) Bulan dimulai sejak
tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

E. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar yakni sesuai
Spesifikasi teknis yang terlampir dalam kontrak ini dan menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan

H. Pemeriksaan dan
Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

I. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuran adalah 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

J. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi
pemutusan kontrak

K. Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yangmemerlukan persetujuan PPK adalah: (Tidak ada)

L. Waktu Penyelesaian
Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama:
11(sebelas) Bulan

M. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang
dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk
melengkapi dokumen penunjang yang disyaratkan dalam rangka pengajuan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan.

N. Fasilitas PPK tidak memberikan fasilitas apapun kepada PENYEDIA dalam melaksanakan
pekerjaan ini.

O. Sumber Pembiayaan Kontrak PengadaanBarang ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum(DAU) pada Anggaran
PendapatanBelanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selata Tahun Anggaran 2026
melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

P. Pembayaran Uang
Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka



Lampiran
No. Surat Pesanan : #EP-01KG1S220XNH49FXB9CHEHP8BJ
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jan 2026, 13:51:59 WIB

Halaman 16/19

Q. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus sebesar harga
kontrak melalui Rekening Giro Nomor ………………….. atas nama...............................pada
……………………………………

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh
Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
dengan pengurangan-pengurangan :
a. Prestasi yang dicapai sampai dengan Berita Acara Pembayaran
b. Pajak Penghasilan (PPH)
c. Potongan-potongan lain berupa denda (bila ada) dan lain-lain sesuai dengan

ketentuan berlaku
3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

prestasi pekerjaan:
a. Dokumen kontrak
b. Lampiran kontrak
c. Addendumkontrak (bila ada)
d. Dokumen PHO
e. Bukti pelunasan jasa komisi

R. Pembayaran denda 1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila terjadi cidera janji/wanprestasi
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini

2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

3. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari [sisa harga bagian kontrak
yang belum dikerjakan] dan dari [harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang
sudah dilaksanakan belum berfungsi]

S. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah

T. Kompensasi Penyedia tidakmemperoleh kompensasi

U. Harga kontrak Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Alokasi Umum
(DAU) pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan harga
kontrak senilai Rp264.000.000,-

V. Penyesuaian Harga Untuk Penyesuaian Harga digunakan Standar harga satuan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

W. Penyelesaian
Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan
secara damai maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam
wilayah hukumRepublik Indonesia.
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tendean Nomor 6, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon : (0711) 311050, 356094

Laman bkd.sumselprov.go.id, Pos-el bkd@sumselprov.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor :
Lampiran : -

Kepada yth.
Direktur CVMEGA SEJAHTERA ABADI
di

tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelakasanaan Paket Pekerjaan Jasa Tenaga Kebersihan Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor perihal Penawaran Pekerjaan Jasa
Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp264.000.000,-kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk
menyerahkan Jaminan pelaksanaan sebesar 5%dari nilai kontrak, danmenandatangani surat perjanjian paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai
dengn ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang terakir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan ,

Pengguna Anggaran

H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si
NIP. 1968152151989031002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pengguna Anggaran pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. POKJA Barang Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tendean Nomor 6, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon : (0711) 311050, 356094

Laman bkd.sumselprov.go.id, Pos-el bkd@sumselprov.go.id

SURAT PERINTAHMULAI KERJA ( SPMK )
Nomor : ...............................................

Paket Pekerjaan Jasa Pelayanan Kantor Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
NIP : 196812151989031002
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jln. Kapten P. Tendean No.06 Palembang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : …………………………., tanggal
…......................... , bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. MEGA SEJAHTERA ABADI
Alamat : Jl. Letnan Kasnariansyah No.61 Palembang 30128
yang dalam hal ini diwakili oleh :
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan paket pekerja
an tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Macam Pekerjaan : Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar Pokdakan Nesi Susa Kelimado
2. Tanggal mulai kerja : 2 Februari 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Persyaratan Dalam Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 11 (sebelas) Bulan, dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia

Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak
sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palembang, ...................

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA SEJAHTERA ABADI

Achmadi Eko Utomo
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Pengguna Anggaran

H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
NIP. 196812151989031002
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